PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il DEMAK

BOMOR 1] TAHUN 1997
TERPANG

PEMBERTAN IJIN TEMPAT USAHA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

Menimbang : a.

D ENXNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TTNGKAT IT DEMAK

bahwa dengan adanya program pembangunan yang dilaksanakan

oleh Pemerintah telah mendorong makin pesatnya pertumbuh-
an tempat usaha di Dasrah perlu pengejdalian dan pengawas
an untuk mencegah bahaya, kerugian dan gangguan serta ke

~ rusakan torhaﬂap alam dan lingkungannya ;

be

bahwa dengan telah diterbztkanny& Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangune
am dan Ijin Undang Undang Gangguan bagi Perusahaan Indus-
tri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Ta -
hun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Ijin Mendirikan Ba
ngunan dan Ijin Undang Undang Gangguan bagi Perusahaan -
Industri, maka Peraturan Dasrah Kabupaten Dasrah Ting -
kat II Demak Nomor 11 Tahun 1989 tentang Pemberian Ijin
Tempat Usaha sudah tidak sesusi lagi dengan perkembangan~

~ keadaan sehingga porlg ditir.njaurkembiali 3

bahwa untuk maksud tersebut di atas pengaturannya perln -

~ ditetapkan dalam Peraturan Daerah o

Mengingat : 1.

Undang Undang Cangguan ( Hinder Ordonantie ) Stbl Ta

“hun 1926. Nomor 226 yang diubah dan ditambah terakhir ds -

~ ngan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 ;

24

Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 teéntang Pegbentukan Das
rah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Te -
ngah ;
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Undang uadang Nemer 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retri
busi Daerah ( Lembaraa Negara Republik Indemesia Tahum 1957 Ne -~
ner 57, Tambahan Lembaraw Negara Republik Indencsia Nemer 1288 )

Undang u;dang Nemer 5 Tahum 1974 temtang Pokek pekek Pemerintahanm-
di Daerah ( Lembaram Negara Republik Iademesia Tahus 1974 Nemer. 38
Tambahan Lembaran Negara Republik Indemesia Nomor 3037 ) ;

Undang undang Ngmer 8 Tahum 1981 teatamg Kitab Undang undarg Hukum
Acara Pidaxa ( Lembaram Negara Republik Indemesia Tahua 1981 No -
mor 12, Tambaham Lembaram Negara Republik Indonesia Nemor 3715 )4°

Undang undang Nomer 4 Tahum 1982 tentang hetentuan ketentuan Pekok
Pergelelaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republlk Indone»la—
Tahun 1982 Nemer 12, Tambahar Lembaranm Negarn Republlk deonesia -
Nemer 3715 ) ; ' '

Tihat -

Undang undang Nemer 5 Tahun 1984 tentalg Perindustrlan ( Lembaran-
Negara Republik Isdemesia Tahua 1984 Nemer 22 9 szbahan Lcmbaran—
Negara Republik Indemesia Nemer 3274 ) 3 ‘ ]

Undang undang Nomer 5 Tahun 1990 tentang Kenoervasi Sumber Daya i:
Alam Hayati dan Ekoslstimnya ( Lembaran Negara Republik Indoncsi;;
Tahun 1990 Nemer 49 9 Tambaham Lembaran Ncgara Republik I.dene-
sia Nemer 3419 )

Peraturan Pemerimtah Nemer 16 Tahum 1976 teatarg Perluasan Kotiﬁaw ,

dia Daerah Timgkat II Scmaramg ( Lembaram Negara Republik Imdens -
sia Tahun 1976 Nemer 25, Tambaham Lembaram Negara Republik Indome~
sia Nemer 2079 ) 3

Peraturan Pemerimtah Nomer 27 Tahun 1983 temtamg Delaksanunam Kitab
Undang undazg Hiium Acsra Pldama (_Lembaram Negara Republik Tadene:
sia Tahua 1983 Nemer 36, Tambahan Lembaram Negara Republik Iadene-
sia Nemer 3258 ) 3

Peraturam Pemeriatah Nemer 6 Tahun 1988 teltang hoordina31 Keglatan
Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Ncgara Republlk Indonesia =
Tahun 1988 Nemer 10, Tambaham Lembaram Negara Republik Imdemesia -

Nomer 3373 ) ;

Peraturam Meateri Dalam Negeri Nomer 4 Tahua 1987 tentang Pemertib
an Pumgutan pumgutan dan Jangka waktu terhadap pemberism ijin -
Undang undang Gamgguan ;

130 Peraturam geceecccces




»

13.

1k,

15,

16,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahum 1993 tentany ~
Ijin Meadirikan Barguman dan Ijix Usdang undang Gangguar ba

gi Perusahasr Industri j

Peraturam Kepala Badam Pertamahan Nasienal/Menteri Agraria-

Nemer 3 Tahum 1992 temtarg Tatacara Bagi perusahaax uatuk »

mempereleh pemcadamgaw tamah, Ijin Lokasi, pemberiam perpan’

Jangan dan pemberiam hak atas tamah serta peaerbitan serti-

fikat ;

Keputusam Bersama Meateri Dalam Negeri dam Memteri Perda -

gamgan Nomer 561 Tahux 1971 je. Nomer 92 Tahum 1989 tem =
103 A/Kp/V/71 L09/KPB/79

tang -Ketentuan ketentuan kovonangnnnyn.dalan_moqbcriq_
-1jin Tempat Usaha dan Ijin Usaha Perdagangan j

Instrukki Meateri Dalam Negeri Nemer 32 Tahua 1994 tentang~
Palaksanaamn Pemberiam Ijim Mendirikam Bamgumar dan Undazg -

' undang Gamgguaa bagi Perusahaan Imdustri 3

17.

18,

Peraturan Daerah Kabupatem Daerah Tingkat IT Demak Nomer 5
hun 1988 temtamg Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkung-
ar Pemerimtah Kabupatem Daerah Timgkat II Demak ( Lembaras-
Dnerah Kabupatem Dacrah Timgkat IT Demak Tahum 1988 No -
mer 8 ) ;

Peraturan Daerah Kabupatem Daerah Timgkat IL Demak Nomer 8-

Tahun 1995 tentamg Pemuugutan Uaxg Leges ( Lembaram Dacrah-
Kabupatea Daerah Timgkat IT Demak Tahur 1996 Nemer 7 ) .

Dengan persetujuam Dewar Perwakilam Rakyat Dzerah Kabupatcﬁ Daerah Timg =

kat II Demak ,

Memetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAEKAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK TENTANG-
PEMBERIAN IJIN TEMPAT USAHA DI”'-KAJ;UPATEN DAERAH TINGKAT II-
DEMAK . \, ‘

Al

BAB I -
RETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturam Dacrah imi yamag dimaksud dexgan

3o Daerah adalah Kabupatem Daerah Timgkat IT Demak

b. Pemerintah 000eseee
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Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Ting
kat II Demak ;

Bupati Xepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Ting =
kat II Demak ;

Tempat Ysaha adalah tempat untuk melakukan usaha yang di=-
jalankon secara teratur dalam suatu bidang tortentu yang-
dapat mempereleh keuntungan

Ijin Tempat Usaha adalah ijin yong diverikan kepada sese~
erang/Badan Hukum yang mendirikom tempat usaha

Undang undang Gangguon ( HO ) adalah Hinder Ordenantie -
gth Tahun 1926 Nemer 226 sebagaimana telah diuboh don di-
tamboh dengan Sthl Tahun 1940 Nemer 14 don 450

Ijin undaong undang Gongguan adalah Ijin yang diberikan ba
gi tempat usaha berdasarkan Pascl 1 ayat (1) Undang undang
Gangguan Stoatblad Tahun 1926 Nemer 226 yang telah diubah
dan disempurnskan terakhir dengan Staatblad Tahun 1940 Ne
mer 450 ;

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kogiatan
industri pengelahan yang dilengkapi dongan sarana, prasa=
rana dan fasilitos pemunjang lainnya yang disediakan dan-
dikelela eleh Perusahnan Kawasan Industri ;

peruschcan Kawasan Industri adalah perusahaon/Bodan Hukum
yang didirikan menurut Hukum Indenesia dan berkedudukan -
di Indencsia yang mengelela Kawasan Industri ;

perusahoan adalah perusahaan yang berada dalam kawasan =
jndustri dan di luar kawosan industri, yang swdah sesuai-
dengan Rencona Umum Tata Ruang dengon Nen Fasilitas, Pena
naman Medal Dalam Negeri/Penanaman Medal Asing 3

Retribusi adalaoh sejumlah uang yang harus dibayar eleh pe
mehen ijin kepada Pemerintah Bacrah karena penborian Ijin
Tempat Usaha dan atau bordaaarkan andang undang . rﬁhu -
Gangguan §

Kas Daerah adalah Kas Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat II-
Demak 3

Mo Dag:lnn cooeesee



m. Bagian Ketertiban adalah Bagian Ketertiban SETWILDA Ting -
ket II Demak ;

n. Inspektorat Wilayah adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten —
Daerah Tingkat II Demak .

BAB II
KETENTUAN PERIJINAN

Bagian Pertama
Obyek dan Subyek

Pasal 2

(1) Obyek Ijin Tempat Usaha adalah semua tempat usaha di Daerah
Yang menggunakan tempat permanen, yang bersifat komersiil .

(2) Obyek Ijin Undang undang Gangguan adalah semua tempat usaha
di Daerah yang kegiatan usahanya termasuk dalam atan berda-
sarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-
undang Gangguan Stbl Tahun 1926 jo. Stbl Tahun 1940 Fomor
14 dan 450 .

Pasal 3

(1) Setiap perusahaan Kawasan Industri dan perusshaan Industri-
yang mendirikan dan atan memperluas tempat usaha di Daerahe
wajib memiliki Ijin Tempat Usaha dan atan Ijin berdasarkan-
Undang undang Gangguan e«

(2) Bagi perusahaan industri yang jenis usahanya wajidb Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL ) yang berlokasi di da -
lam Kawasan Industri wajib memiliki Ijin Tempat Usaha .

Pasal 4

(1) Subyek Ijin Tempat Usaha adalah setiap orang atau Badan
Bukum yang mendirikan dan atan memperluas tempat usaha di
Daerah, yang jenis usahanya selain dimakeud Pasal 1 ayat -

(1) Undang undang Gangguan wajib memiliki Ijin Tempat Usaha
secara tertulis .

(2) suby& 9080060000000 00



(2)

(1)

(2)

(2)

gubyek Ijin gndang nlang Gansguan adalah setiap erang =~
atau Badan Hukum yang mendirikan atau memperluas tempat -
usaha yang jenis usahanya sebagaimana dimaksud pasal 1 =
ayat (1) Undang undang Gangguam wajid memiliki Ijin Undang
Undang Gangguan secara tertulls o

Bagian Kesdua
lll;tt syarat Permehenan Ijin
Pasal 5
Untuk memiliki Ijin Tempat Usaha don atau Ijin Undang =

undang Gangguan pemehen mengajukan permehenan secara ter-
tulis kepada pupati Kepala Daerah o

Permehenan Ijin Tempat Uscha dilompiri dengan :
ao Fete Cepy Kartu Tanda Penduduk ;

bo Fete Cepy Surat Ijin Lekasi bogi jonis usaha yang me =
merlukan Ijin Lekasei

Go Bete Cepy Akta Pendirian Peruschaoan bagi perusahaan -
yang berstatus Badan Hukum atau Badan Usaha ;

d. Fete Cepy Tanda pelunasan Pajok Bumi dan Bangunan (PBB) 3

e, Fete Copy Sertifikat Tanah atau Bukti Pemilikan tanak/
perelchan penggunaan tempat usaha §

fo Fete Cepy Ijin Mondirikan Bangunan dan atou Gombar De-
‘nah tempat usaha ;

g Jumlah tenaga kerja dan peralatan yamg akan dipergu -
nakan

ho Fete Cepy Surat Kewnrganegarnan Republik Indenesia dan
atau fete cepy Surat xoputusan'Ganti Nama bagi wgrsa -
Negara Indenesis keturunan Asing o >

Permehenan Ijin Undang undang Gangzuan harus dilampiri -
syarat syarat sejagoimana dimaksud ayat (2) Pasal ini di
tambah dengan h

B0 Burat cococococoeo
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a. Surat Pernyataan Tidaok Keberatan atau persetujuan te =-
tangga terdekat atau pemilik tanah.ynng berbatasan de
ngon tempat usaha, yang diketahui eleh Kopala Desa =
dan Comat setempat h

bo Goambar tata letak instalasi, mesin / peralatan dan per
longkapan bangunan lainnya 3

co Dekumen Ppaya Kegiatan Lingkungan ( UKL ) , Upaya Pe -
mantauan Lingkungan ( UPK ) o

Bagian Ketiga
Jangka woktuw Berlakunyo Ijin
Pasal 6

(1) Jangka waktu berlokunya ijin ditetapkan selama usaha ter-
sebut masih berjalon o '

(2) tntuk kepentingam pongendnlion dan pengawasan usahanya
sotiap 5 (lima) tahun sekali pemegong ijin . diwajibkan
paftar Ulang o

(3) Bogi pomogang ijin yang tidak melakukan daftar ulang maka
ijin tersebut dinyatakan tidak berlaku o

(k) Dalam hal terjadi jerubahan Rencana Umum Tata Ruang sesual
dongan kotentuan perundang undongan yang werlokw ijin di
moksud ayat (1) Pasal imi dapat ditinjau kembali eleh =
Bupati Kepala Daerah dan sogera diberitahukon kepada yome
gong $jin yang bersangkutan

BABR III
PENOLAKAN, FENCABUTAN BAN PEMBAEARUAN® IJIN
~ pasal 7 |

(1) permehenan iji- Tempat Usaha den Ijin Unding undang Ga -
ngguan ditelok, apabila syarat syarat sebagaimana dimak -
sud pasal 5 Peraturan Daerch ini tidak dipenuhi dan ber
tontangan len;én peraturan perundang undangan yang ber =
laku o '

(2) Penelaken ooococoocogeoo



(2) Penelakan permehenan ijin dibetikan secara tertulis eleh
elch Bupati Kepala Daerah dengon®monyebutkan alasan =
alasannya o B

Posal 8

(1) Ijin Tempat Usaha don Ijin Undang undang Gangguon do-
pot dicabut eleh Bupati Xepala Daerah apabila 3

ao atas permintoan sendiri i
b, syarat syarat/kewajiban yong ditetapkan dalom gurat
Ijin tidok dipenuhbi ;

¢o menimbulkan bahaya, gangguan atau kerugian pada -
ereng dan lingkungan. ;perusahaan/tempat usaha - dan
kesehatan ‘

do menjalankan usaha/kegiatan tidoak sesuai dengan ijine
yang tolah diberikan o

(2) aApavila terjadi pencabutan ijin, maka pomegang ijin =
yang bersangkutam harus menghentikan usahanya dalam wok
tu 3 (tiga) bulan setelah monorima keputusanm pencabutan
dimoksud ayat (1) Pasal ini o

Pagal 9

Pomogang Ijin diwajibkon untuk mongajukan ijin baru
apabila 3 ' -

a, menjalankan lagi tempat usahanya yang telah berhenti se
lama & (empat) tahun § - .

bo. memporluas tempat usaha atau menambah luas bangunan, =
menamboh peralatan tempat usaha ( mesin ) j

¢o menjalankan usahanya tidak sosuai dongnnﬂijin yang te-
leh diborikan ; . '

do perusahasn tersebut diambil alih eleh erang lain

eo i1jin yang dipereleh dipindahtangankan kepada erang =
lain yong mendapat hak karona hukum o '

Pasal 10 ococooovo00
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Pagal 1o

Pomegang ijin tempat usaha dam 1jin Undang wndang Ga =
ngguan berkewajiban untuk :

a, memasang Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang undang Ganggu
an di tempat yang mudoh dilihat elch umum dan aman

bo memasang papanm noma perusahaan di tempat yang mudah dili
hat eleh umum, tertib dan sepan 4

¢. menjaga ketertidan, keamanan, kebersihan, kesehatan dane-
keindahan ( XK5) di dalam lingjungan usahanya i

d. monyediokan peralaton Pertelengan Pertama pada Xeselokaan
( PPPK ) dan alat pomadam kobekaran serta pencegahon pen
cemaram o

BAB 1V
RETRIBUSBSI

Pasal 11

(1) getiap pemberian Ijin Tempat Usaha dikenokan retribusi
sobagaimana terlampir, yang merupakan bagian tak terpi
sahkan dari peraturan Yaerah ini .

(2) setiap Ijin yndang undang Gangguon dikenakan retribuei
sebagainana terlanmpir , merupakan bagian yang tidok o
torpisahkon dari poraturan Paerah ini o

(3) Terhadap permehepan Paftor ¥Wlang Ijin Tempat Uscha den
Ijin undang wndong Gangguan dikonakan .retribusi -sebe-
sar 100 ¥ dari biaya permehenan ijin o

(¥) Koterlambaton atas pendaftoran ulang dikonakan denda =
sebosar 50 % , sedangkan Bioya Balik Nama dikenakan =
wiaya sebesar 160 % o ‘ .

-,

(5) Pomberian Ijin Tempat Usaha, 131& Undang undong Ganggw
an, paftar Ulang serta Balik Nama dikonckan pula biaya
Administrasi/liaya Loges sesuni dengan ketontuan yang~
berlaku o '

(6) SOMUB ooceeveeses
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(6) Semua pendapatan yang diperoleh sebagaimana dimaksud -
ayat (1), (2), (3) dan (4) serta (5) Pasal ini disetor
ke Kas Daerah .

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

(1) Pelaksanan terhadap Peraturan Daerah ini diserahkan '=
kepada Sekretaris Wilayah/Daerah .

(2) Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilaksanakan~
cleh Inspektorat Wilayah .

BAB VI
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 13

(1) Apabila tempat usaha menimbulkan polusi atau gangguan-
yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dikenakan -
sanksi berdasarkan Undang undang Nomor 4 Tahun 1982 -
tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pengelolan Lingkung-
an Hidup « '

(2) pPelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud -
Pasal 2, 6 ayat (2), Pasal 10, 11, Peraturan Daerah -
ini diancam dengan hukuman kurungan selama lamanya 3 =
(tiga) bulan atau denda setinggi tingginya sebesar
Rpe 504000,00 ( lima puluh ribu rupiah ) .

(3) Tindak pidana tersebut ayat (2) Pasal ini adalah pe -
langgaran . '

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pa -
gal ini disertai dengan pencabutan ijin dan penutupan-
tempat usaha .

Paﬂal 14 6secsssenee



(1)

(2)
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Pasal 1k

Selain Pejabat Penyidik Pelisi Negara Republik Indene~
sia, Penyidikan atas pelanggeran peraturan Daerah ini-
dapat dilakukan eleh Pejabat Penyidik Pegawai Negori -
8ipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Ting -
kat IXI Domak yang pengangkatan dan kewenangan dolam me
jalonkan tugaenya sesuail dengan ketentuan peraturan -
perundong undangan yang berlaku o

Dalam molaksanakan tugasr: penyidikan, para ponyidike
sobogaimona dimaksud ayat (1) Pasal ini, Perwenang 3

8o monerima laperam atau pengaddan dari sesecerang ten-
tang adanya tindok pidana §

bo molakukan tindakan pada saat itu di tempat kejadian
dan melakukan pemeriksaan 3

co menyuruh berhenti seerang tersongka don memerikea -
tanda pengonal dirl tersangka

d. melakukan poenyitaan benda atau surat ;
e, mongombil sidik jari dan memetret seseerang ;

f. memanggil erang untuk didengar dam diporikea seba -
gai tersangka atau saksi ;

g. mendatangkan erang ahli yang diperlukan dalom hub =
bungonnya dengan pemeriksaan perkara

h, menghsatikan penyidikan setelah mendapat petunjuke
dari Penyidik Umum bahwa tidok terdapat cukup bukti
atas peristiva tersedut bukan merupakan tindok pida
na dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberita-
hukan hal tersebut gOpada Penuntut Uauﬁ tersangka =~

atau keluarganya ' : ;

i, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapaé -
dipertanggung Jjawabkam o

ln VII 60000000
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BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Ijin Tempat Usoha don &tau Ijin Yndang undong Gangguan yang
telah dikeluarkan sebelum berlokunya peraturan Daerah ini tetap
berlaku sampai dengon saat pendaftaran ulang yang ditentukan da
loam ijin tersebut, untuk kemudiaon diberikan ijin baru sesuwai -
Peraturan Daerah ini o

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Bal hal yang'bolui diatur dalam peraturan Daerah ini sepan~
Jang mengenai pelaksancapnya akan diatur lebih lanjut eleh - =
Bupati Kepala Daerah . '

Pasal 17

Dengan berlokunya Peraturan Baerah ini , maka Peraturan Dae
rah Paerah Kabupaten Daerach Tingkat II Donak Nemer 1l Tohun =
hun 1989 tentang Pemberian Ijin Pempat Uscha yang disahkon de -
ngon Keputusan Gubernur Kepala Daerch Tingkat I Jawa Tengoh =
tanggal 19 Desember 1989 Nemer 188.3/399/1989 .‘iinndanxkan -
dalam Lonbaran Daerah Kabupaten Daerah Timgkot IT Demak Ta -
hun 1990 Remer 2 Seri B , dan sétmha-petunjuk pelaksanaannya di-
nyatakan tidak berlaku lagi o

pasal 18 ‘. ,
' N .

Peraturan Daerah ini mulai berlakw ppda tonggal diundang =
kan o

-ABAY occoeco0000ec0e0
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Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, me
merintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pe-
nempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Demak o

Ditetapkan di Dema k
pada tan September 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA /DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK M A K

\ e—

DJOKO WIDJI SUWIT%( A,H



PENJELABSAN
ATAB
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK
' NOMOR |\ TAHUN 1997
TENTANG

PEMBERIAN IJIN TEMPAT UBAHA
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

I. PENJELABAN UMUM .

Bahwa dcngan adanya program pembangunan yang dilaksana «
kan eleh Pemerintah telah mendorong mokin pesatnya portumbuh
an tompat tempat usaha 4i Daerah, sohingga perlu adanyo po -
ngoendalian dan pengawasan untuk moncegah bahaya, korugion =
dan gangguan serta kerusokan terhadap alam dan lingkungan .

Undang undang Gangguan ( H O ) Stb Tahun 1926 Nomor 226
sebagaimana telah diubah dengan Std Tahun 1940 Nomor 14 dane
450 momberikan wowenang kepada Daerah Tingkat II untuk monga
tur pomberian ijin Undang undang Gangguan eleh Bupati Kepala
Daerah .

Dalam rangka doregulasi pemberian ijin Undang undang Gae
ngguan bagi perusahaan industri di Daerah, telah diterbitkan
Poraturan Monteri Dalam Nogori Nomor 7 Tahun 1993 tentang «
Ijin Mondirikan Bangunan dan Ijin Undang undang Gangguan bae
gl porusahaan industri dan Instrukei Monteri Dalam Negeri Ne
mor 32 Tahun 1994 tontang Peloksanaan Pomborian Ijin Mondiri
kan Bangunan dan Ijin Undang undang Gangguan bagi perusahaan
industri . Sohubungan dengan hal tersobut maka Poraturan Dae
rah Kabupaton Daerah Tingkat II Demak Nomor 11 Tahun 1989 -
tontang Pomborian Ijin Tompat Usaha perlu ditinjau kemball =
untuk disosuaikan dengan peraturan perundang undangan yang =
borlaku .

Sespai dongan Pasal 3 Peratuian Menteri Dalam Nogeri Nee
mor 4 Tnhuh 1987 moka setiap orang atau Badan Bukum yang{po-
ngadakan keogiatan ussha dongan monggunpkan tempat atau ruang
tertontu di Daerah , diwajibkan memiliki dan atau mendapat
Ijin Tempat Usaha . Sedangkan setinp orang atau Badan Hukume
yang mongadakan kegiatan usaha yong tormasuk dalam 20 ( duae
puluh ) jonis usoha sobagaimana torporinei dnlam Pasal 1
ayat (1) Undang undang Gangguan ( Hindor Ordonantie ) 8tb ta

hun 1926 essnssee



IX.

hun 1926 je. Sté Tahun 1940 Nemer 14 don uso d:l.va;\ihknn me
miliki Ijin Gangguan o

Pagsal 6 Peraturan Pemteri Dalom Negeri Nemer 7. Tahun 1993- '
disebutkan bahwa aotiap pnruanhann Kavazan Industri daa porusa
sahaan Industri vajid memiliki Ijin Undang undang Ganszuan, ke
cuali bagi perusahaan tadustri yang jenis industrinys wajib =
AMDAL atau yang berlekasi di dalam kawasan industri o

perdasarkan peraturan perundong undangon tersedbut di atas,
maka dipandong perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Dae -
rah Tingkat II Demak Nemer 11 Tahun 1989 dan menyusun kembali-
ke dalam Peraturan Daerah yang bara o

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 - ¢ Cukap jelas
Pasal 2 ayat (1) 3 Cukup Jjelas

Pasal 2 ayat (2) : Yang dimaksud dengan jenis uscha berdasar -
kan Pasal 1 ayat (1) Undang undang Ganggnan
adalah 3

1o Peruschaan yang menggunakan mesin i
‘20 Usaha peternakam, pemerahan susuj
3o Perbengkelan i
ko uUsaha pergudangam j
5o Bsazha pandal besi ;
6. Pabrik H .
7. Tempat pemetengan t’;nak; penyamakan -
kulit S
8, Tempat pemetengan ternok i
9 fonpat penjualan/peabuatan material ba-
‘han bangunan '
10, Tempat penggergajian kayu, usaha penge-
lahan kayu'fan perukangan kayw i
11, Tempat penjualan/penyispanan minyak ta=
nah, bensin, selar; elie, premiun don =
lain lain yang mudah terbakar j
12, Tempat penjualon kendaraan bermeter ter
masuk penjunlan suku cadang 3
13. Rumah Makam, waruag -akdn. Jasa bega § -

h 1k, Apotik ococococcocecse



Pasal & ayat (1)

Pasal 3 ayat (1)

Pasal 3 ayat (2)
pasal 4 ayat (1)

Pasal k& ayat (2)

'lho Apetik, teke ebat/jamu ;

15, Tempat tempat penjualon jasa seperti
salen kecontikan, hetel/pengincapan, ge«
dung pertemuan, tempat rekreasi, dedung
Bieskep, Gedung Pertunjukon dan lain o
lain 3

16. Pelayanon Kesehatan seperti : Rumch Sa-
kit, Balai Pengebatan, Rumah Bersalin,=
Praktek Dekter, Laberaterium dan lain j

17. Usaha Angkuton, garasi

18, Teke-teke, warung warung dan sebagainyag

19. Rumah Walet

200, Don-lain lain yang dapat menimbulkan ba
haya, gangguane kebakaran o

3 Ijin Tempat Usaha diperlukon bagl usaha-
seloin yang disebutkam dalom penjelasan-
Pasal 2 ayat (2) dan semua tempat usaha-
yang tidak menimbulkan bakaya dan ga =

ngguan o

3 = perusahaan Kawasan Industri harus memiliki -
Ijin Tempat Usaho dan Ijin Gangguan

- Porusghaan Industri di dalam Kawasan Industri
harus memiliki Ijin Tempat Usaha

« Peruschaan industri di luwar kawason , jenis ~
usahanyg wajib AMDAL harus memiliki Ijin Ten-
pat Usaha '

4 perusahoan industri di luwar kawosan 4 jenis =
ashhanya\tidik wajibd AMDAL horus memiliki =
1jin Tempat Usaha don Ijin Undang undang Ga =

_nggwan j .
3§ Cukup Jjelas o
: Ijin Tempat Usaha diperlukan bogi usaha selaine

yang disebutkan daolam penjelosan Pasal 2 ayat (2)

dan semua tempat usaha yang tidok menimbulkan «

bahaya dan gangguon .

3 Cukup Jjelas o

Pos2l 5 eeesavooco



Pasal 5 ayat (1)

Pasal 5 ayat (2) huruf a
sampai dengan huruf ¢
Pasal 5 ayat (2) huruf 4

Pasal 5 ayat (2) buruf e
Pasal 6 s.d. Pasal 11
Pasal 12 ayat (1)

Pasal 12 ayat (2)
Pasal 13 s.d. Pasal 18

Cukup jelas

Cukup jelas .

Foto copy Tanda pelunasan PBB atan
Surat Keterangan yang disamakan se
bagai pengganti dari Pejabat yang
berwenang .

Cukup jelas .

Cukup jelas .

SEKWILDA dapat mendelegasikan dan
memgasican Kepala Bagian Ketertib-
an .

Cukup jelas .

Cukup jelas .



LAMBIRAN : PERATURAN DAERAE KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II DEMAK
NOMOR !  TARUN 1997
TENTANG . PEMBERIAN  IJIN .=
TEMPAT WSAHA DI KABUPATEN-

PAERAHR TINGKAT II DEMAK

I. Pemberian Ijin Tempat Usaha dikenokan retribusi yang diatur se -

bagai berikut 3

Tempat @saoha yang berlekasi di perdesaan ataw diperketaan yang =
memperkerjakan tenaga kerja atau tidak monggunockan mesin don ti-
dak menimbulkan bahaya/gongguan/pencemaran

1. Wilzoych Perdesaan :

Gelengan 1

Gelengan II

Gelengaon III

Gelengan 1V

s tempou usaha yang luas rucngannya kurang da=

ri 20 metor perscgi dikepokan retribusi secbe
sar Rp 35.000,00 .dan seledihnya sompai do -
ngan 100 meter persegi Rp 1.000,00 per meter
porsegil

: tempat usaha yang memiliki lwas ruangam 101 =

sompai dongan 200 meter persogi Rp 1.750,00~
por meter persegi o

tempat usaha yang momiliki luas ruongan 201~
meter porsegi sampai dengan 1000 meter perse
gi dikenaokan retribusi Rp 2+000,00 per meter
persegi

tempat uscha yang memiliki lwas ruangan di =
atas 1.000 metor persegi kelebihannya dite -
topkan sebosar Rp 500,00 per meter persegi .

2+ Wilaycah Perketaan :

Terhadap tempat usaha yong boerlekasi di kawasan perketaan di-
kenckan biaya toambahan sebescr 25 % ( dua puluh presen ) dari
retribusi yang harus dibayar .

1T, Tompat e00vccvces
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II. Pemberian Ijin Undang undang Gangguan dikenakan retribusi yang
d:!.a.tur sebagai berikut : Y,

1+ Retribusi Ijin Undang undang Gangguan adalah hasil perkali-
an antara tarip lingkungan, indeks lokasi, indeks gangguan-
dan luas ruangan .

2+ as Tarip lingkungan adalah besarnya pungutan per meter per-
segi dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertu-

tup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan yang
setiap tahun ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati - -
 Kepala Daerah . .

be Indeks lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada -
Klasifikasi Jalan pebagal berikut :

- Jalan Utama s 2,50
- Jalan Sekunder s 2,00
-~ Jalan Lingkungan 2 1,D ‘ |

¢« Indeks gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gang-
guan yang mungkin ditimbulkan oleh jenis usaha industri-
dengan parameter sebagai berikut :

- Besar : 5
- Menengah s 3
- Kecil s 2

de Luas ruang tempat usaha adalah luas ruangan yang diper -
gunakan sebagai tempat usaha yang meliputi bangunan ter-
tutup maupun terbuka .

DEWK PERWAKILAN RAKYAT DAERAH A DAERAH TINGKAT II

DJOKO WIDJI SUWITO



